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ABSTRAK :

bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di
wilayah Kota Magelang, maka perlu adanya penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima agar tercipta ketertiban, keamanan, keindahan dan
kebersihan kota; dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota
Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi Kota Magelang
pada saat ini sehingga perlu diganti;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor
16 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Daerah
Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006;
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2012;

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang upaya untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat umum berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi,
masyarakat Kota Magelang harus ikut serta dan berperan aktif dalam kegiatan
ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah
dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha sangat terbatas, disisi lain
masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan
dengan fasilitas yang tersedia.

Maksud, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Kewenangan, Penataan Pkl, Kewajiban
Dan Hak Pemerintah Daerah, Kewajiban, Hak, Dan Larangan PkI,
Pemberdayaan Pkl, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi
Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan,
Ketentuan Penutup.

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif, yang dapat
mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh
Pedagang Kaki Lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling
menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang



tidak sehat, maka perlu disusun Pedoman Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima.

CATATAN : _ Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2013.

— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 31
Desember 2013 Nomor 13.

— Penjelasan: 5 him



